BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR
Salinan
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka mengurus kepentingan

masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan hak
tradisional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dipastikan
setiap Desa mendapatkan hak keuangan yang salah
satunya berupa pendapatan Desa;

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, sehingga
perlu melakukan penyesuaian terhadap besaran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2025;

bahwa, dengan adanya perubahan pagu besaran
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, pada Desa Talok, Kecamatan Kalitidu terjadi lebih
salur pagu Alokasi Dana Desa yang diterima, sehingga
perlu melakukan pengaturan tambahan mengenai lebih
salur dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Besaran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun 2025;

Mengingat...



Mengingat

. B

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan...



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk
Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Besaran Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
untuk Setiap Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Besaran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025
Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara...



2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2A

Dalam hal terjadi kurang salur atau lebih salur
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah,
dan/atau Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diperoleh
Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan
diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam hal Desa mengalami lebih salur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan
pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah
melalui kode rekening Belanja Tidak Terduga yang
sebelumnya dianggarkan melalui APB Desa sesuai
ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Nopember 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 44.

NIP. 19790831 200312 1 006



